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Abstract. The practice of unregistered marriage (nikah siri) remains prevalent in Indonesia and raises serious
legal issues, particularly for women as the most disadvantaged party. This study aims to juridically analyze the
provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) relating to nikah siri and to identify its implications for the
Sfulfillment of women's civil rights. This study employs a normative legal research method with statutory,
conceptual, and case approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and
analytically. The results reveal three main findings: first, the KHI contains a fundamental normative tension
between the recognition of the religious validity of nikah siri under Articles 4 and 14 KHI and the provision of
Article 6 paragraph (2) KHI which affirms that marriages conducted outside the supervision of the Marriage
Registrar have no legal force; second, this normative tension demonstrably harms women by resulting in the loss
of rights to maintenance, marital property, inheritance, divorce claims, and other legal protections, as well as
affecting the status of children treated as illegitimate under Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law jo.
Article 100 KHI; third, the itsbat nikah mechanism under Article 7 KHI as an instrument for restoring civil rights
has not been able to serve as a comprehensive solution due to normative limitations and contradictions with
SEMA Number 3 of 2018. This study concludes that comprehensive and gender-just regulatory reform is needed
to strengthen legal protection for women within Indonesia's Islamic family law system.

Keywords: Compilation of Islamic Law; Itsbat Nikah, Legal Protection; Unregistered Marriage;, Women's Civil
Rights.

Abstrak. Praktik nikah siri masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang serius,
khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
secara yuridis ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan nikah siri serta
mengidentifikasi implikasinya terhadap pemenuhan hak keperdataan perempuan. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil
penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, KHI mengandung ketegangan normatif yang fundamental
antara pengakuan keabsahan nikah siri secara agama berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 KHI dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum; kedua, ketegangan normatif tersebut terbukti merugikan perempuan karena
mengakibatkan hilangnya hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, hak gugat cerai, dan hak perlindungan hukum
lainnya, serta berdampak pada status anak yang diperlakukan sebagai anak Iuar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI; ketiga, mekanisme itsbat nikah dalam Pasal 7 KHI sebagai instrumen
pemulihan hak keperdataan belum mampu menjadi solusi yang komprehensif karena mengandung keterbatasan
normatif dan kontradiksi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan
reformasi regulasi yang komprehensif dan berkeadilan gender untuk memperkuat perlindungan hukum bagi
perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: Hak Keperdataan Perempuan; Itsbat Nikah; Kompilasi Hukum Islam; Nikah Siri; Perlindungan
Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sebatas formalitas
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hubungan suami istri, melainkan merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus
yuridis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan pelaksanaan perintah
Allah SWT dan merupakan ikatan yang bersifat mitsagan ghalidzan (Surya, 2023). Sebagai
negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 6 KHI, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Namun demikian, realitas sosial
menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang lazim disebut nikah
siri masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat
pedesaan hingga kalangan terdidik, bahkan di kalangan pejabat publik (Amar et al., 2024).

Fenomena nikah siri di Indonesia telah menjadi persoalan sosial-hukum yang kompleks
dan multidimensional. Nikah siri pada dasarnya adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan
syarat perkawinan menurut hukum Islam, yakni adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang
saksi, serta ijab dan kabul, namun tidak dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah (Dhiani et al., 2024). Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan
yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah secara agama, meskipun tidak
dicatatkan oleh negara. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, perkawinan
yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Berbagai
faktor melatarbelakangi maraknya praktik nikah siri, antara lain ketidaktahuan masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan, faktor ekonomi berupa mahalnya biaya pencatatan,
keinginan berpoligami tanpa izin istri pertama, hingga adanya oknum yang menyediakan jasa
nikah siri secara komersial (Hendri et al., 2023). Ketidaktegasan regulasi di Indonesia
mengenai larangan nikah siri turut berkontribusi pada persistensi fenomena ini, mengingat KHI
hanya menyatakan bahwa perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan
hukum tanpa secara eksplisit melarangnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan
strategis dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. KHI lahir sebagai upaya
unifikasi hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih mazhab Syafi'iyah
yang digunakan oleh pengadilan agama. Sebagai satu-satunya rujukan hukum formal Peradilan
Agama, KHI mengatur secara komprehensif aspek-aspek hukum perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan. Dalam konteks keabsahan perkawinan, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) UU

Nomor 1 Tahun 1974, sementara Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang
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dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Lebih lanjut, Pasal 7
KHI memberikan mekanisme pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah di Pengadilan
Agama bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun demikian,
terdapat ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama di satu
sisi dan persyaratan pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum di sisi lain, yang menciptakan
ruang abu-abu bagi praktik nikah siri untuk terus berlangsung (Al-Hamidy et al., 2022).

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dan paling banyak menanggung
kerugian akibat praktik nikah siri. Tanpa adanya akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan,
perempuan kehilangan berbagai hak keperdataan yang seharusnya melekat pada statusnya
sebagai istri yang sah. Hak-hak keperdataan perempuan yang terancam dalam nikah siri
mencakup hak atas nafkah, hak atas harta bersama (gono-gini), hak waris, hak untuk
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, serta hak atas perlindungan hukum dalam
rumah tangga. Dalam KHI Pasal 85 dan seterusnya, perkawinan yang tidak dicatat berdampak
pada hilangnya hak atas tuntutan harta bersama jika perkawinan putus, baik karena perceraian
maupun kematian (Sukiati & Bancin, 2020). Selain itu, perempuan dalam nikah siri tidak dapat
menuntut hak-haknya secara hukum apabila suami melanggar kewajibannya, karena tidak ada
bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan. Kondisi ini menempatkan
perempuan dalam posisi yang sangat lemah dan rentan terhadap eksploitasi, sebagaimana
ditegaskan oleh berbagai penelitian bahwa perempuan harus siap kehilangan hak-haknya dalam
pernikahan siri, baik hak sebagai istri maupun hak dalam kehidupan sosial (Hendri et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek nikah siri dari perspektif
yang beragam. Sukiati dan Bancin (Sukiati & Bancin, 2020) menekankan urgensi pencatatan
perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak, dengan menyimpulkan
bahwa dampak hukum dari pengabaian pencatatan perkawinan sangat kompleks dan
merugikan. Adib (Adib, 2023) secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan
dalam praktik perkawinan siri di Kepulauan Kangean, menyimpulkan bahwa nikah siri
merupakan pernikahan yang tidak diakui negara sehingga tidak memiliki kepastian dan
perlindungan hukum. Yusriyah (Yusriyah, 2020) mengkaji mekanisme itsbat nikah sebagai
upaya legalisasi perkawinan siri di Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa kebutuhan akan
legalitas dan hak keperdataan mendorong tingginya angka pengajuan itsbat nikah.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam
memahami fenomena nikah siri, terdapat beberapa celah akademis (research gap) yang belum
terjawab secara komprehensif. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji nikah

siri secara parsial, baik hanya dari perspektif hukum Islam, hukum positif saja, atau hanya
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berfokus pada dampak terhadap anak, tanpa mengintegrasikan secara mendalam analisis
yuridis KHI dengan implikasinya yang spesifik terhadap hak keperdataan perempuan sebagai
subjek hukum yang paling terdampak. Kedua, penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif
tanpa melakukan tinjauan yuridis yang sistematis terhadap pasal-pasal KHI secara holistik
dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan, mulai dari hak nafkah,
hak harta bersama, hak waris, hingga hak perwalian. Ketiga, belum ada penelitian yang secara
khusus menganalisis ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan nikah siri secara agama
dalam KHI di satu sisi dengan ketiadaan kekuatan hukum yang berimplikasi pada hilangnya
hak keperdataan perempuan di sisi lain, serta bagaimana mekanisme itsbat nikah dalam KHI
dapat menjadi solusi yang efektif namun juga memiliki keterbatasan. Kebaruan penelitian ini
terletak pada upaya sintesis analitis yang komprehensif antara tinjauan yuridis KHI secara
menyeluruh dengan pemetaan sistematis implikasinya terhadap spektrum penuh hak
keperdataan perempuan dalam konteks nikah siri, yang belum pernah dilakukan secara terpadu
dalam literatur yang ada.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat tingginya angka praktik nikah siri di
Indonesia yang terus berlangsung hingga saat ini, sebagaimana tercermin dari masih tingginya
pengajuan itsbat nikah di berbagai Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Data menunjukkan
bahwa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Banyumas mengalami peningkatan yang
signifikan dari tahun 2015 hingga 2017, dengan nikah siri sebagai latar belakang utama
pengajuan (Yusriyah, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan nikah siri bukan
sekadar fenomena marginal, melainkan merupakan masalah hukum yang sistemik dan
memerlukan kajian akademis yang mendalam. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia,
perempuan yang terjebak dalam nikah siri menghadapi diskriminasi berlapis: secara sosial
mereka dianggap sebagai istri, namun secara hukum mereka tidak mendapatkan perlindungan
yang setara dengan istri dalam perkawinan yang tercatat. Ketidakjelasan status hukum ini
berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan, menuntut hak-
haknya, dan melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam rumah
tangga (Jufri et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi tidak
hanya dari perspektif akademis, tetapi juga dari perspektif kebijakan hukum dan perlindungan
hak asasi manusia, khususnya dalam rangka memperkuat posisi perempuan sebagai subjek
hukum yang setara di hadapan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama,
menganalisis secara yuridis ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

berkaitan dengan nikah siri, mencakup aspek keabsahan, pencatatan, dan mekanisme
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pengesahan melalui itsbat nikah; kedua, mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis
implikasi nikah siri terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan berdasarkan
ketentuan KHI, meliputi hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, hak perwalian anak, dan
hak-hak keperdataan lainnya; serta ketiga, merumuskan analisis kritis terhadap ketegangan
normatif dalam KHI antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama dengan ketiadaan
kekuatan hukum akibat tidak adanya pencatatan, dalam rangka memberikan kontribusi
akademis bagi penguatan perlindungan hukum perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam
di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia,
sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam

upaya memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori perlindungan hukum merupakan landasan teoretis yang paling fundamental dalam
mengkaji implikasi nikah siri terhadap hak keperdataan perempuan. Perlindungan hukum pada
hakikatnya adalah upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara sebagai subjek hukum (Nuraeni et al., 2020).
Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, perlindungan hukum bagi perempuan
diwujudkan melalui mekanisme pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Teori
perlindungan hukum menghendaki bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek
hukum harus memiliki akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh
negara. Dalam perspektif ini, perkawinan yang tidak dicatatkan menempatkan perempuan
dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum, karena tanpa akta nikah sebagai bukti
autentik, perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya di hadapan pengadilan menegaskan
bahwa teori perlindungan hukum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan itsbat nikah, karena tanpa adanya legalitas perkawinan, istri dan anak dari nikah
siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, teori
perlindungan hukum secara langsung berkorelasi dengan urgensi pencatatan perkawinan
sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan perempuan dalam sistem hukum keluarga
Islam di Indonesia (Mubarok & Hidayati, 2023).

Teori maqashid syariah merupakan kerangka normatif Islam yang memberikan justifikasi
filosofis bagi kewajiban pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam

institusi perkawinan. Maqashid syariah secara klasik mencakup lima tujuan pokok hukum
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Islam, yaitu perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql),
keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks pencatatan perkawinan,
Amar et al. (Amar et al.,, 2024) menganalisis bahwa pencatatan perkawinan bersentuhan
langsung dengan kebutuhan dharuri manusia, meliputi perlindungan istri dari kekerasan fisik
dan psikologis (hifzh al-nafs), perlindungan harta yang diperoleh selama perkawinan (hifzh al-
mal), dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan (hifzh al-nasl). Dalam kerangka
magqashid Jasser Auda, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai ijtihad hukum yang
responsif terhadap perubahan zaman, di mana pengakuan dan jaminan hak pada era modern
tidak lagi cukup hanya dengan walimah, pengumuman, dan saksi, melainkan memerlukan
pencatatan formal.

Teori keadilan hukum, khususnya dalam perspektif gender, memberikan landasan
analitis yang kritis terhadap praktik nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan. Gustav
Radbruch dalam teori tujuan hukumnya menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai
dasar, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum
(rechtssicherheit), dengan urutan prioritas keadilan sebagai yang pertama (Prajamufti, 2022).
Dalam konteks nikah siri, ketiga nilai dasar hukum ini seringkali tidak terpenuhi secara
bersamaan: perempuan tidak mendapatkan keadilan karena kehilangan hak-hak
keperdataannya, tidak mendapatkan kemanfaatan karena tidak ada perlindungan hukum yang
dapat diakses, dan tidak mendapatkan kepastian hukum karena status perkawinannya tidak
diakui negara dalam kajiannya dari perspektif gender dan HAM menyimpulkan bahwa regulasi
perkawinan di Indonesia, termasuk KHI, masih mengandung bias gender yang kurang
melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan, terutama dalam kaitannya dengan perkawinan siri.
Amaliyah dan Santoso (Laili & Santoso, 2020) menegaskan bahwa nikah siri dianggap
berseberangan dengan upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, dan dari aspek
peraturan perundang-undangan, perkawinan model ini belum memiliki landasan hukum yang
lengkap karena belum dicatatkan, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa perkawinan
yang dianggap tidak sah secara negara. Teori keadilan gender menghendaki bahwa hak-hak
antara suami dan istri dalam pernikahan harus diakui dan diperlakukan secara adil, sesuai
dengan prinsip persamaan hak dalam HAM, dan pemberlakuan peraturan terkait nikah siri tidak
boleh bersifat diskriminatif. Dengan demikian, analisis yuridis KHI terhadap nikah siri harus
selalu diletakkan dalam kerangka keadilan gender agar tidak menghasilkan norma hukum yang
justru merugikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen hukum positif Islam di Indonesia

memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam sistem hukum perkawinan nasional. KHI
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merupakan hasil unifikasi hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih,
dan menjadi rujukan utama Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum
keluarga Islam. Dalam KHI, konsep keabsahan perkawinan dibangun di atas dua pilar utama:
pertama, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 KHI yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan
ijab kabul; dan kedua, pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 dan 6 KHI. Sayyad (Sayyad, 2019) dalam kajiannya tentang urgensi
pencatatan nikah menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution yang
sama-sama menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, meskipun dengan argumentasi
yang berbeda: Siti Musdah Mulia menggunakan metode qiyas aulawi dan maslahah mursalah,
sementara Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dengan
argumentasi bahwa pengakuan dan jaminan hak pada era modern memerlukan pencatatan
formal. Abubakar et al. (Abubakar et al., 2024) menemukan bahwa dalam praktiknya, para
penghulu di beberapa daerah masih menggunakan pertimbangan fikih klasik daripada KHI
dalam menangani isu-isu hukum perkawinan, yang mengindikasikan adanya ketegangan antara
otoritas hukum negara dan otoritas fikih klasik dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.
Ketegangan normatif ini menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi pada persistensi

praktik nikah siri di masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai
penelitian kepustakaan (/ibrary research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara
mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti
(Basoddin et al., 2021). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
secara sistematis dan komprehensif dalam kaitannya dengan implikasinya terhadap pemenuhan
hak keperdataan perempuan dalam praktik nikah siri. Penelitian ini menggunakan tiga
pendekatan secara simultan, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nikah siri dan
hak keperdataan perempuan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya; kedua, pendekatan
konseptual yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan
doktrin-doktrin hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori maqashid syariah,

dan teori keadilan gender.
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Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan hukum kepustakaan
yang terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menganalisis,
dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan
komprehensif. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum
yang meliputi: interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks pasal-pasal KHI secara
harfiah; interpretasi sistematis untuk memahami hubungan antarpasal dalam KHI dan antara
KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta interpretasi teleologis untuk
memahami tujuan dan maksud dari ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji (Laili & Santoso,

2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Yuridis Kompilasi Hukum Islam terhadap Keabsahan dan Pencatatan Nikah
Siri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membangun konsep keabsahan perkawinan di atas dua
pilar normatif yang saling berkaitan namun seringkali menimbulkan ketegangan dalam praktik.
Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Solikin & Saidah,
2021). Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi
rukun nikah yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab
dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI. Dengan demikian, nikah siri yang
memenuhi seluruh rukun dan syarat tersebut pada dasarnya dianggap sah secara agama Islam,
meskipun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan ini menciptakan
dualisme normatif yang fundamental: di satu sisi KHI mengakui keabsahan perkawinan
berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat agama, namun di sisi lain KHI juga mewajibkan
pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum (Mihardi, 2022).

Kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang
menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat, dan Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan yang
dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan

instrumen hukum yang memiliki fungsi vital dalam memberikan kepastian hukum dan
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perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam kajian
maqashid al-syari'ah pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan, sehingga dengan adanya akta nikah,
negara akan mengupayakan jaminan atas segala hak dan kewajiban suami istri sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Pencatatan perkawinan
merupakan kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan
konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban, seperti kewajiban memberi
nafkah dan hak waris, serta dinyatakan dalam suatu akta resmi yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan (Azwar et al., 2022).

Ketegangan normatif antara pengakuan keabsahan perkawinan secara agama dan
persyaratan pencatatan dalam KHI semakin kompleks ketika dikaitkan dengan mekanisme
itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI. Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi
pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui pengajuan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama, dengan ketentuan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam hal-hal
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Perkawinan yang telah dilaksanakan
menurut ajaran agama, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya UU
Perkawinan 1974, hukum negara harus memberikan pertaubatan hukum melalui penerimaan
itsbat nikah atas dasar pemenuhan hak keperdataan warga negaranya. Tujuan dari pemberian
penetapan itsbat nikah adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dan demi
mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon dengan lebih mengutamakan
aspek kemaslahatan. Namun demikian, mekanisme itsbat nikah ini memiliki keterbatasan
normatif yang signifikan, karena hukum positif pada dasarnya hanya membatasi itsbat nikah
pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, meskipun Pasal
7 ayat (3) huruf e KHI memberikan ruang yang lebih luas (Nurmayasari et al., 2021).

Analisis yuridis terhadap ketentuan-ketentuan KHI menunjukkan bahwa terdapat
inkonsistensi internal yang berpotensi merugikan perempuan dalam nikah siri. D1 satu sisi, KHI
mengakui keabsahan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama Islam, namun di sisi
lain KHI menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan
hukum. Inkonsistensi ini menciptakan kondisi di mana perempuan dalam nikah siri berada
dalam posisi yang secara agama diakui sebagai istri yang sah, namun secara hukum negara
tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang setara. Pihak perempuan dalam
perkawinan yang tidak dicatatkan bisa kehilangan atau tidak mendapat hak-haknya secara
penuh yang seharusnya timbul dari suatu perkawinan yang sah, terutama akibat hukum yang

berhubungan dari segi keperdataan, seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak
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nafkah, serta hak penghidupan atas anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa KHI, meskipun
telah berupaya memberikan perlindungan melalui mekanisme itsbat nikah, belum sepenuhnya
mampu menutup celah hukum yang memungkinkan perempuan kehilangan hak-hak
keperdataannya akibat praktik nikah siri (Kusmayanti et al., 2019).

Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Keperdataan Perempuan Berdasarkan KHI

Nikah siri menimbulkan implikasi hukum yang sangat luas dan merugikan bagi
pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan. Hak keperdataan dalam konteks perkawinan
mencakup hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek
hukum yang satu terhadap yang lain, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan
masyarakat, meliputi hak mengetahui asal usul, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan,
hak diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, dan
hak perwalian (Susanto et al., 2021). Dalam konteks nikah siri, seluruh hak keperdataan
tersebut terancam karena ketiadaan akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan yang diakui
negara. Azwar et al. (Azwar et al., 2022) menegaskan bahwa implikasinya, jika seorang istri
dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan
tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.
Perlindungan hukum bagi perempuan/istri dan anak sulit untuk diwujudkan dalam nikah siri,
karena tanpa pencatatan perkawinan, hak-hak keperdataan mereka tidak memiliki dasar hukum
yang dapat ditegakkan di pengadilan.

Hak nafkah dan hak atas harta bersama merupakan dua hak keperdataan perempuan yang
paling langsung terdampak oleh praktik nikah siri. KHI Pasal 80 mengatur kewajiban suami
untuk memberikan nafkah kepada istri, sementara Pasal 85 dan seterusnya mengatur tentang
harta bersama dalam perkawinan. Namun, tanpa adanya akta nikah, perempuan dalam nikah
sir1 tidak dapat menuntut hak natkah maupun hak atas harta bersama secara hukum apabila
suami mengabaikan kewajibannya. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh
suami dan istri berupa akta nikah, negara akan mengupayakan jaminan atas segala hak dan
kewajiban tersebut terlaksana dengan baik dan aman sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, termasuk hak nafkah yang diatur dalam Pasal
34 UU Perkawinan dan Pasal 83 KHI. Ferdianto et al. (Ferdianto et al., 2023) dalam kajiannya
tentang harta gono-gini dalam pernikahan siri menyimpulkan bahwa jika seorang suami atau
ayah biologis gagal menafkahi istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anak tersebut tidak
memiliki jalan hukum untuk menegakkan hak keuangan mereka atau membagi aset pasangan

tersebut, karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum. Kondisi ini menempatkan
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perempuan dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi, terutama ketika perkawinan
berakhir baik karena perceraian maupun kematian suami.

Hak waris merupakan salah satu hak keperdataan perempuan yang paling fundamental
dan paling sering menjadi sumber sengketa dalam kasus nikah siri. Berdasarkan ketentuan
KHI, hak waris istri didasarkan pada adanya hubungan perkawinan yang sah dan diakui secara
hukum. Tanpa akta nikah, perempuan dalam nikah siri tidak dapat membuktikan statusnya
sebagai istri yang sah di hadapan hukum, sehingga hak warisnya atas harta peninggalan suami
menjadi sangat lemah dan rentan untuk tidak diakui. Abdullah (Abdullah, 2022) dalam
kajiannya tentang perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri
menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mempunyai hak waris dari
ayah biologisnya menurut KUH Perdata, sementara menurut hukum Islam, anak dari
perkawinan siri dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang
itsbat apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Untuk mendapatkan hak waris, istri dalam
perkawinan tidak tercatat harus mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, yang
merupakan proses yang panjang, melelahkan, dan tidak selalu berhasil, terutama apabila pihak
keluarga suami tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Bahwa negara sudah
seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan bagaimanapun caranya
bagi istri dan anak hasil nikah siri, mengingat begitu mendasarnya kebutuhan akan pengakuan
hak keperdataan (Sudarsono, 2022).

Selain hak nafkah, harta bersama, dan waris, perempuan dalam nikah siri juga kehilangan
hak-hak keperdataan lainnya yang tidak kalah penting, termasuk hak untuk mengajukan
gugatan cerai ke Pengadilan Agama, hak atas perlindungan dari kekerasan dalam rumah
tangga, dan hak atas pengakuan status sebagai istri yang sah dalam berbagai urusan
administrasi kependudukan. Dalam KHI, untuk menjamin tertib perkawinan yang dilakukan
oleh masyarakat dan agar perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum serta melindungi pihak-
pihak yang ada di dalamnya, perkawinan itu harus dicatat, dan tanpa pencatatan, perkawinan
tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Dalam konteks
yang lebih luas menegaskan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan tidak tercatat tidak
berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak
gugat cerai, dan sebagainya, serta segala konsekuensi apabila terjadi sengketa atau perceraian
sepihak, perempuan tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa nikah siri

menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara hukum, dan
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KHI belum memberikan solusi yang komprehensif dan efektif untuk mengatasi persoalan ini
(KASIM et al., 2024).
Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Keperdataan Anak dan Upaya Perlindungan Hukum

Selain berdampak pada hak keperdataan perempuan sebagai istri, nikah siri juga
menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari
perkawinan tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sementara
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
(Ginsu et al., 2022). Dalam konteks nikah siri, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara
hukum negara diperlakukan sebagai anak luar kawin, meskipun secara agama perkawinan
orang tuanya dianggap sah (Rini, 2023). Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan
menghilangkan hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dan tidak mendapat perlindungan
hukum, dan anak yang sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua
orang tuanya, meliputi hak nasab, hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan
(hadhanah), hak mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak
keperdataan lainnya. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan berdasarkan Pasal 186
KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

Hak-hak keperdataan anak yang terdampak akibat nikah siri mencakup spektrum yang
sangat luas, mulai dari hak nasab, hak nafkah, hak waris, hingga hak perwalian nikah.
Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan
dengan ibu dan keluarga ibu, sementara hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut
hukum Islam tidak memiliki hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling
mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah. Terputusnya hubungan hukum antara anak
dengan ayah biologisnya mengakibatkan ayah biologis tidak memiliki kewajiban terhadap
anaknya, dan sebaliknya anak tidak berhak menuntut apa-apa dari ayah biologis yang
berhubungan dengan hak-hak keperdataan. Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan
penuh dari ayah dan ibunya, sedangkan jika anak di luar kawin maka hanya memiliki hak
keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja, meskipun setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010, anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan
melalui teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, namun hak

perwalian tetap tidak bisa diberikan. Bagi warga negara yang beragama Islam, hubungan
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hukum yang terkait hukum keluarga, termasuk persoalan pernikahan, perwalian, dan
pewarisan, tunduk pada KHI yang bersumber dari hukum Islam, sehingga perlindungan hak-
hak keperdataan anak dari nikah siri harus dianalisis dalam kerangka KHI secara komprehensif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum
yang signifikan dalam memberikan perlindungan hak keperdataan anak dari nikah siri,
meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Putusan MK tersebut
menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hak
keperdataan anak di luar kawin setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami
banyak perubahan, di mana dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan
teknologi terhadap ayah biologis anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh nasab dari
ayah biologis hingga keluarga ayah biologisnya. Setidaknya ada dua poin penting dari Putusan
MK tersebut: pertama, hubungan perdata dalam putusan tidak ada kaitannya dengan nasab; dan
kedua, berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak, sehingga anak yang lahir dari perkawinan
sah secara agama tetapi tidak tercatat memiliki hubungan keperdataan dalam hal nasab, hak
waris, perwalian, dan nafkah berdasarkan KHI sebagai lex specialis. Putusan MK tentang status
anak di luar perkawinan merupakan ijtihad yang sangat spektakuler untuk melindungi nasib
sang anak dan memberi efek jera pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat
meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan agama dan undang-
undang (Nelli, 2021).

Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan harapan bagi
perlindungan hak keperdataan anak dari nikah siri, mekanisme itsbat nikah tetap menjadi
instrumen hukum yang paling efektif dan komprehensif dalam memulihkan seluruh hak
keperdataan, baik bagi perempuan sebagai istri maupun bagi anak yang lahir dari nikah siri.
Agar perempuan dan anak tetap mendapatkan hak-haknya, negara memfasilitasinya dengan
melegalkan pernikahannya yang belum dicatatkan melalui institusi itsbat nikah. Itsbat nikah
dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama dan
kepercayaan masing-masing para pihak, dan tujuan dari pemberian penetapan itsbat nikah
adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dan demi mewujudkan
pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon. Mengingat begitu mendasarnya kebutuhan
akan pengakuan hak keperdataan, sudah sepatutnya ketentuan hukum negara jangan sampai
memberikan hukuman yang berimplikasi memberangus hak keperdataan seseorang, apalagi

jika berlaku sampai pada masa yang tidak ada akhirnya, dan jangan sampai pula menerapkan
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hukuman yang menyebabkan pihak terkait yang tidak bersalah ikut mengalami kerugian
pemenuhan hak keperdataan. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang
komprehensif bagi perempuan dan anak dalam nikah siri memerlukan pendekatan yang
holistik, mencakup reformasi regulasi, penguatan mekanisme itsbat nikah, peningkatan

kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan gender.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan
bahwa Kompilasi Hukum Islam mengandung ketegangan normatif yang fundamental antara
pengakuan keabsahan nikah siri secara agama berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 KHI di satu sisi, dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum di sisi lain, dan ketegangan
normatif ini terbukti secara langsung merugikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan
karena mengakibatkan hilangnya seluruh hak keperdataan yang seharusnya melekat pada
statusnya sebagai istri yang sah, meliputi hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, hak
mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, serta hak perlindungan dari kekerasan dalam
rumah tangga sebagaimana dijamin dalam KHI Pasal 80, 85, dan ketentuan terkait lainnya;
lebih lanjut, implikasi nikah siri juga meluas pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut
yang secara hukum negara diperlakukan sebagai anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1)
UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu
dan keluarga ibunya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 telah
memberikan terobosan hukum yang memungkinkan pembuktian hubungan perdata dengan
ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi; sementara mekanisme itsbat nikah yang
diatur dalam Pasal 7 KHI sebagai instrumen pemulihan hak keperdataan perempuan dan anak
dalam nikah siri, meskipun telah memberikan harapan melalui putusan-putusan Pengadilan
Agama yang mengutamakan aspek kemaslahatan, terbukti belum mampu menjadi solusi yang
komprehensif dan efektif karena mengandung keterbatasan normatif berupa pembatasan ruang
lingkup itsbat nikah, kontradiksi antara KHI dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait itsbat
nikah poligami siri, serta kecenderungan sebagian hakim yang menggunakan paradigma
positivistik dengan mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan
kemanfaatan, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan
mekanisme itsbat nikah yang lebih berkeadilan gender, peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dalam rangka mewujudkan perlindungan
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hukum yang optimal bagi perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang paling terdampak

oleh praktik nikah siri dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.
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